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Mengingat

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 
DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

a. bahw a u n tu k  m em percepat d an  m eningkatkan  kua litas 

pe layanan  P em bangunan , pengem bangan ekonom i dan  

pem berdayaan  m asy arak a t d iw ujudkan  sa lah  sa tu n y a  

dengan  P em bangunan  berbasis Kawasan;

b. bahw a b e rd asa rk an  k e te n tu an  Pasal 6 ayat (3) p e ra tu ran  

M enteri Desa, P em bangunan  daerah  tertinggal dan  

T ransm igrasi Nomor 5 ta h u n  2016 ten tang  Pem bangunan  

K aw asan P erdesaan , P enetapan  K aw asan Perdesaan  Dan 

R encana P em bangunan  K aw asan Perdesaan  d ite tapkan  

dengan P era tu ran  B upati;

c. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

dalam  h u ru f  a  d an  h u ru f  b, perlu  m enetapkan  P era tu ran  

B upati ten ta n g  R encana Pem bangunan  K aw asan Perdesaan  

Di K abupaten  Pohuw ato.

1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tang

Pem bentukan  Provinsi G orontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

Pem bentukan  K abupaten  Bone Bolango dan  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2003 Nomor 26 (Tam bahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269); P A R A F  1
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Menimbang : 

Mengingat 

  

BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 

NOMOR 40 TAHUN 2022 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN 

DI KABUPATEN POHUWATO 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan Pembangunan, pengembangan ekonomi dan 

pemberdayaan masyarakat diwujudkan salah satunya 

dengan Pembangunan berbasis Kawasan, 

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan 

Transmigrasi Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembangunan 

Kawasan Perdesaan, Penetapan Kawasan Perdesaan Dan 

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Di Kabupaten Pohuwato. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 (Tambahan Lembaran 
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3. U ndang-U ndang Nomor 25 T ahun  2004 ten tan g  Sistim  

P erencanaan  P em bangunan  Nasional (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2004 Nomor 104, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4421;

4. U ndang-U ndang Nomor 26 T ahun  2007 ten tan g  Penataan  

R uang (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2007 

Nomor 68 , T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaim ana  telah d iubah dengan U ndang- 

U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten tan g  C ipta Kerja (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573);

5. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  P em bentukan  

P era tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ah u n  2011 Nomor 82, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234) sebagaim ana  telah 

d iubah  beberapa  kali te rak h ir  dengan U ndang-U ndang Nomor 

13 T ahun  2022 ten tan g  P e ru b ah an  Kedua Atas Undang- 

U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  Pem bentukan 

P era tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2022 Nomor 143, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6801);

6. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaim ana telah d iubah dengan U ndang-Undang Nomor 11 

T ahun  2020 ten tang  Cipta Kerja Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2020 Nomor 245, T am bahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  Pem erin tahan  

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun  2014 

Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaim ana  telah d iubah  beberapakali te rakh ir 

dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 ten ta n g  C ipta 

Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 

Nomor 245, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421: 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- 

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573), 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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8. Peratu ran  Pem erintah Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  Peraturan  

Pelaksanaan U ndang-U ndang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang  

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaim ana telah d iubah beberapa kali terakh ir dengan 

Peraturan  Pem erintah Republik Indonesia Nomor 11 T ahun  2021 

ten tang  B adan U saha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia T ahun  2021 Nomor 21, T am bahan Lem baran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 114 T ahun  2014 ten tang  

Pedoman Pem bangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

T ahun 2014 Nomor 2094);

10. P era tu ran  Menteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten tang  

Produk H ukum  D aerah  (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  

2015 Nomor 2036) sebagaim ana  telah  d iubah  dengan  P era tu ran  

M enteri Dalam Negeri Nomor 120 T ahun  2018 ten tan g  Perubahan  

A tas P era tu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tan g  Produk H ukum  D aerah (Berita Negara Republik Indonesia 

T ahun  2018 Nomor 157);

11. Peratu ran  Menteri Dalam Negeri Nomor 20 T ahun  2018 ten tang  

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611);

12. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 77 T ahun  2020 ten tang  

Pedom an Teknis Pengelolaan K euangan D aerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 1781);

13. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 1 T ahun  2011 

ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  Panjang D aerah 

K abupaten Pohuw ato T ah u n  2009-2025 (Lem baran D aerah 

K abupaten Pohuw ato T ahun  2011 Nomor 117, T am bahan  

Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 105) sebagaim ana 

telah  d iubah  dengan P era tu ran  D aerah Nomor 1 T ahun 2020 

ten tang  P erubahan  A tas P era tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato 

Nomor 1 T ahun  2011 ten tan g  R encana Pem bangunan  Ja n g k a  

Panjang D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2009-2025 

(Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2020 Nomor 219, 

T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 188);

10. 

Li: 

12. 

13. 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6623): 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 2094), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang 

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 611), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2011 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 117, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 105) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato 

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2009-2025 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 219, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 188): 
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14. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 8 T ahun  2012 

ten tan g  R encana T ata R uang W ilayah K abupaten Pohuw ato 

(Lem baran D aerah  K abupaten  Pohuw ato T ahun  2011 Nomor 145, 

T am bahan  Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 134).

15. P era tu ran  D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 4 T ahun  2021 

ten tan g  R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah 

(RPJMD) K abupaten Pohuw ato T ahun  2021-2026 (Lem baran 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2016 Nomor 235, T am bahan  

Lem baran D aerah K abupaten  Pohuw ato Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

M enetapkan : PERATURAN BUPAT1 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

KAWASAN PERDESAAN D1 KABUPATEN POHUWATO.

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam  P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan  :

1. D aerah ad a lah  K abupaten Pohuwato.

2. P em erin tahan  D aerah ad a lah  penyelenggaraan u ru sa n  p em erin tah an  oleh 

Pem erintah D aerah dan  DPRD m en u ru t a sa s  otonomi dan  tugas 

pem bangunan  dengan prinsip  otonom i se lu as-lu asn y a  dalam  sistem  dan 

prinsip  Negara K esatuan  Republik Indonesia  sebagaim ana d im aksud  dalam  

U ndang-U ndang D asar Negara Republik Indonesia  T ahun  1945.

3. B upati ad a lah  B upati Pohuwato;

4. B adan  P erencanaan  Penelitian dan  Pengem bangan D aerah yang 

se lan ju tnya  d isingkat B apppeda ad a lah  u n su r  pem ban tu  B upati dalam  

m enyelenggarakan P em erin tahan  D aerah  yang m em punyai tu g a s  dibidang 

perencanaan , penelitian dan  pengem bangan;

5. Tim koordinasi P em bangunan  K aw asan Perdesaan  se lan ju tnya  d isingkat 

TKPKP ad alah  Lem baga yang terdiri dari u n su r  perangkat daerah  

K abupaten  Pohuw ato yang m enyelenggarakan Pem bangunan  K aw asan 

Perdesaan  sesua i dengan  tingkat kew enangannya.

6. C am at ad a lah  pem im pin K ecam atan yang berada  d ibaw ah dan 

bertanggungjaw ab kepada  B upati m elalui S ek re ta ris D aerah.
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2011 Nomor 145, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 134). 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Pohuwato Tahun 2021-2026 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 235, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 199). 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN POHUWATO. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1, 

2. 

Daerah adalah Kabupaten Pohuwato. 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Bupati adalah Bupati Pohuwato, 

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat Bapppeda adalah unsur pembantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang mempunyai tugas dibidang 

perencanaan, penelitian dan pengembangan, 

Tim koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat 

TKPKP adalah Lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah 

Kabupaten Pohuwato yang menyelenggarakan Pembangunan Kawasan 

Perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya. 

Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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7. D esa ad a lah  adalah  k esa tu a n  m asy arak a t h u k u m  yang m em iliki b a ta s  

w ilayah yang berw enang u n tu k  m enga tu r dan  m engurus u ru san  

pem erin tahan , kepentingan m asy arak a t se tem pat be rdasarkan  p rak a rsa  

m asyarakat, hak  asa l u su l, d a n /a ta u  h a k  trad isional yang  d iaku i dan  

d ihorm ati dalam  sistem  pem erin tah an  Negara K esatuan  Republik 

Indonesia.

8. P em erin tahan  D esa ad a lah  penyelenggaraan u ru sa n  pem erin tah an  dan  

kepentingan  m asy arak a t se tem pat dalam  sistem  pem erin tahan  Negara 

K esatuan  Republik Indonesia.

9. Pem erintah Desa ad a lah  Kepala Desa d iban tu  perangkat D esa sebagai 

u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Desa.

10. P em bangunan  D esa ad a lah  upaya pen ingkatan  k u a litas  h idup  dan 

keh idupan  u n tu k  sebesar-besam ya  kesejah te raan  m asy arak a t Desa.

11. Kawasan Perdesaan  ad a lah  kaw asan  yang m em punyai kegiatan  u tam a  

pertan ian , te rm asu k  pengelolaan sum ber daya  alam  dengan su su n a n  

fungsi kaw asan  sebagai tem pat perm ukim an perdesaan , pelayanan  ja sa  

pem erin tahan , pelayanan  sosial dan  kegiatan  ekonomi.

12. Pem bangunan  K aw asan Perdesaan adalah  Pem bangunan  a n ta r  D esa yang 

d ilak san ak an  dalam  upaya  m em percepat dan  m eningkatkan  kua litas 

pelayanan  dan  pem berdayaan  m asy arak a t D esa m elalui pendekatan  

parti si pa  tif yang d ite tapkan  oleh Bupati.

13. R encana T ata R uang W ilayah K abupaten Pohuw ato yang  se lan ju tnya  

d isingkat RTRW ad alah  dokum en  ren can a  ta ta  ru an g  wilayah K abupaten 

Pohuw ato u n tu k  periode 20 (dua puluh) tah u n .

14. R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D aerah yang se lan ju tnya  

d isingkat RPJMD adalah  Dokum en P erencanaan  D aerah u n tu k  periode 5 

(lima) ta h u n  te rh itung  sejak d ilan tik  sam pai dengan berakh irnya  m asa  

ja b a ta n  B upati Pohuwato.

15. R encana P em bangunan  Ja n g k a  M enengah D esa yang se lan ju tnya  d isingkat 

RPJM Desa ad a lah  dokum en p e ren can aan  kegiatan Pem bangunan Desa 

u n tu k  jan g k a  w aktu  6 (enam) tah u n .

16. R encana P em bangunan  K aw asan Perdesaan  yang  se lan ju tnya  d isingkat 

RPKP adalah  dokum en p e ren can aan  jan g k a  m enengah 5 (lima) ta h u n  bagi 

setiap  K aw asan Perdesaan  yang  d ite tapkan .

17. A nggaran Pendapatan  dan  Belanja D aerah, se lan ju tnya  d isingkat APBD 

adalah  ren can a  keuangan  ta h u n a n  Pem erin tahan  D aerah yang d ib ah as  dan  

d ise tu ju i bersam a oleh Pem erintah D aerah dan  Dewan Perw akilan Rakyat. 

D aerah, dan  d ite tapkan  dengan p e ra tu ran  daerah .

10. 

1. 

12. 

13. 

14. 

15, 

16. 

KP 

Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama 

pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan 

fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa 

pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah Pembangunan antar Desa yang 

dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan 

partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati. 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya 

disingkat RTRW adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten 

Pohuwato untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 

jabatan Bupati Pohuwato. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat 

RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa 

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disingkat 

RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun bagi 

setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Saraa— 
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18. Anggaran Pendapatan  dan  B elanja Desa yang se lan ju tnya  d isingkat APB 

D esa ad a lah  ren can a  k euangan  ta h u n a n  P em erin tahan  Desa.

19. D ana D esa adalah  d a n a  yang bersum ber dari anggaran  p en d ap a tan  dan  

belanja negara  yang d ip e ru n tu k k an  bagi Desa yang d itran sfe r melalui 

anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja d aerah  k ab u p a ten  dan  d igunakan  u n tu k  

m em biayai penyelenggaraan P em erin tahan  Desa, pe laksanaan  

Pem bangunan  Desa, pem binaan  kem asy arak a tan  Desa, dan  Pem berdayaan 

M asyarakat Desa.

20. P era tu ran  D esa yang se lan ju tn y a  d iseb u t Perdes adalah  p e ra tu ran  

p e ru n d an g -u n d an g an  yang  d ite tapkan  oleh kepala  Desa setelah  d ib ah as 

dan  d isepakati be rsam a Bad an  Perm usyaw aratan  Desa.

21. P era tu ran  kepala  D esa yang se lan ju tnya  d isebu t perkades adalah  

p e ra tu ran  p e ru n d an g an -u n d an g an  yang  d ite tap k an  oleh kepala  D esa yang 

bersifa t m enga tu r dalam  ran g k a  m elaksanakan  p e ra tu ran  Desa d a n /a ta u  

p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an  yang  lebih tinggi.

22. P era tu ran  bersam a Kepala D esa ad a lah  p e ra tu ran  perundang -undangan  

yang dibuat: oleh beberapa  kepala  Desa dalam  rangka  m elak san ak an  su a tu  

kerja sam a.

23. R encanan Pem bangunan  T ah u n an  D esa a ta u  ren can a  keija  pem erin tah  

Desa yang se lan ju tnya  d isebu t RKP D esa adalah  pen jabaran  dari RPJM 

Desa dalam  w aktu  1 (satu) yang d ite tap k an  dengan Peratu ran  Desa.

24. Kepala Desa ad a lah  pejabat Pem erintah D esa yang m em punyai wewenang, 

tu g as  dan  kew ajiban u n tu k  m enyelenggarakan rum ah  tangga  d esanya  dan  

m elaksanakan  tu g as  dari Pem erintah dan  Pem erintah D aerah.

25. Perangkat D esa adalah  u n s u r  s ta f  yang m em bantu  Kepala D esa dalam  

p en y u su n an  keb ijakan  dan  koordinasi yang diw adahi dalam  sek re ta ria t 

D esa, dan  u n s u r  p en d u k u n g  tugas Kepala D esa dalam  p e laksanaan  

kebijakan yang  diw adahi dalam  b en tu k  p e laksana  tek n is  d an  u n su r  

kew ilayahan.

26. B adan Perm usyaw aratan  Desa yang se lan ju tnya  d isingkat BPD a tau  yang 

d isebu t dengan n am a  lain ad a lah  lem baga yang m elaksanakan  fungsi 

pem erin tahan  yang anggotanya m erupakan  wakil dari p en d u d u k  Desa 

b e rd asa rk an  keterw akilan wilayah dan  d ite tap k an  secara  dem okratis.

27. M usyaw arah D esa a ta u  yang  d isebu t dengan  n am a lain  adalah  

m usyaw arah  a n ta ra  BPD, Pem erintah Desa, d an  u n s u r  m asy arak a t yang 

d iselenggarakan oleh BPD u n tu k  m enyepakati ha l yang

18. 

19. 

20. 

&l, 

Li 

23. 

24. 

20. 

26. 

27. 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB 

Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa. 

Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan 

perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas 

dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

Peraturan kepala Desa yang selanjutnya disebut perkades adalah 

peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa yang 

bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan peraturan Desa dan/atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh beberapa kepala Desa dalam rangka melaksanakan suatu 

kerja sama. 

Rencanan Pembangunan Tahunan Desa atau rencana kerja pemerintah 

Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM 

Desa dalam waktu 1 (satu) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan 

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat 

Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 

kewilayahan. 

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang 

disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 

pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa 

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang 

diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 
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28. Lem baga K em asyarakatan  Desa yang se lan ju tnya  d isingkat LKD adalah  

w adah  partisipasi m asyarakat, sebagai m itra  pem erin tah  D esa iku t se rta  

dalam  perencanaan , p e laksanaan  dan  pengaw asan pem bangunan , se rta  

m en ingkatkan  pelayanan  m asy arak a t desa.

29. K ader Pem berdayaan M asyarakat adalah  anggota m asyarakat D esa yang 

memiliki pengetahuan , kem auan  dan  kem am puan  u n tu k  m enggerakan 

m asy arak a t berpartis ipasi dalam  pem berdayaan  m asy arak a t dan  

P em bangunan  partisipatif.

(1) M aksud d iberlakukannya  P era tu ran  B upati ini adalah  u n tu k  m em berikan 

pedom an d an  a ra h a n  bagi Pem erintah D aerah  dan  pem erin tah  Desa 

dalam  p e lak san aan  pem b an g u n an  kaw asan perdesaan  di K abupaten 

Pohuwato.

(2) T ujuan  d ite tap k an n y a  P era tu ran  B upati ini ad a lah  :

a. tersed ianya ru an g  p artis ip a tif dalam  p en a taan  ru an g  kaw asan 

perdesaan  dengan m elibatkan  kom ponen m asyarakat;

b. m en ingkatkan  k a p as ita s  m asyarakat, kelem bagaan dan  kem itraan  

ekonom i dalam  rangka m endu k u n g  pem bangunan  kaw asan  

perdesaan ; dan

c. terw ujudnya Pem bangunan in fra s tru k tu r a n ta r  perdesaan .

Pem bangunan Kawasan Perdesaan  d ilakukan  berdasarkan  prinsip  :

a. adil;

b. partisipatif;

c. holistik;

d. in tegratif

e. spasial

f. keseim bangan;

g. K eanekaragam an;

h. ke te rka itan  ekologis;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

28. 

29. 

(1) 

(2) 

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah 

wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah Desa ikut serta 

dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta 

meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 

Kader Pemberdayaan Masyarakat adalah anggota masyarakat Desa yang 

memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakan 

masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan 

Pembangunan partisipatif. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan 

pedoman dan arahan bagi Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa 

dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten 

Pohuwato. 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah : 

a. tersedianya ruang partisipatif dalam penataan ruang kawasan 

perdesaan dengan melibatkan komponen masyarakat, 

b. meningkatkan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan 

ekonomi dalam rangka mendukung pembangunan kawasan 

perdesaan, dan 

Cc. terwujudnya Pembangunan infrastruktur antar perdesaan. 

BAB III 

PRINSIP 

Pasal 3 

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan berdasarkan prinsip : 

a. 

b. 

c 

d. 

s5 
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adil, 

partisipatif, 

holistik, 

integratif 

spasial 
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i. smergis;

j. keberp ihakan  ekonom i rakyat;

k. tran sp a ran ;

l. akun tabel; dan

m. berkelan ju tan .

Pasal 4

(1) Pem bangunan  K aw asan Perdesaan  m erupakan  p erp ad u an  P em bangunan  

a n ta r  D esa dalam  1 (satu) K abupaten.

(2) P em bangunan  K aw asan Perdesaan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

d ilak san ak an  dengan m em perhatikan:

a. asp irasi d an  k e b u tu h a n  m asyarakat. di kaw asan  perdesaan ;

b. kew enangan desa;

c. potensi Desa;

d. k e lancaran  investasi p ad a  kaw asam  perdesaan ;

e. ke lestarian  lingkungan dan  konservasi su m b er daya alam ;

f. keserasian  kepentingan  a n ta r  kaw asan  dan  kepentingan um um ; dan

g. kondisi sosial budaya dan  ciri ekologi K aw asan Perdesaan.

BAB IV

RUANG LINGKUP 

Pasal 5

R uang lingkup p e ra tu ran  bupa ti ini m eliputi :

a. p en a taan  ru an g  kaw asan  perdesaan  seca ra  partisipatif;

b. pem bangunan  in fra s tru k tu r  a n ta r  pe rdesaan ;dan

c. penyelenggaraan pem bangunan  kaw asan  perdesaan .

Bagian Kesatu

P ena taan  R uang K aw asan Perdesaan  secara  partisipa tif

Pasal 6

(1) P ena taan  ru an g  kaw asan perdesaan  secara  p artis ip a tif m eliputi 

penggunaan  d an  pem anfaa tan  wilayah K aw asan Perdesaan sesu a i ta ta  

ru an g  K abupaten.

(2) P ena taan  ru an g  kaw asan  perdesaan  secara  partisipa tif sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) d ilakukan  oleh a ta u  bersam a m asy arak a t dan 

difasilitasi oleh pem erin tah  Desa.

i. sinergis, 

ji. keberpihakan ekonomi rakyat, 

k. transparan, 

Il. akuntabel, dan 

m. berkelanjutan. 

Pasal 4 

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan Pembangunan 

antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten. 

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dengan memperhatikan: 

a. aspirasi dan kebutuhan masyarakat di kawasan perdesaan, 

b. kewenangan desa, 

Cc. potensi Desa, 

d. kelancaran investasi pada kawasam perdesaan, 

e. kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, 

f. /keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum, dan 

g. kondisi sosial budaya dan ciri ekologi Kawasan Perdesaan. 

BAB IV 

RUANG LINGKUP 

Pasal 5 

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi : 

a. penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, 

b. pembangunan infrastruktur antar perdesaan,dan 

c. penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan. 

Bagian Kesatu 

Penataan Ruang Kawasan Perdesaan secara partisipatif 

Pasal 6 

(1) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif meliputi 

penggunaan dan pemanfaatan wilayah Kawasan Perdesaan sesuai tata 

ruang Kabupaten. 

(2) Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan 

difasilitasi oleh pemerintah Desa.   

  

  

    

  

 



(3) P enataan  ru an g  kaw asan  perdesaan  secara  partisipa tif d ilakukan  di a rea  

a ta u  lokasi yang d iu su lk an  d a n /a ta u  d ite tapkan  sebagai kaw asan 

p e rd e sa a n .

Pasal 7

(1) D alam  p en a taan  ru an g  kaw asan  perdesaan  seca ra  partisipa tif m asy arak a t 

desa  berhak  :

a. ik u t se rta  m em berikan  m asu k an  dalam  p en a taan  ruang  Kawasan 

Perdesaan  yang d ise la raskan  dengan  RTRW Provinsi d an  RTRW 

K abupaten;

b. m engetahui isi ren can a  pem b an g u n an  d an  pem anfaatan  wilayah 

kaw asan  perdesaan  sesu a i ta ta  ru an g  kabupaten ;

c. m enikm ati m an faa t dari p en a taan  ru an g  kaw asan  perdesaan ; dan

d. m em peroleh kom pensasi a ta s  kerugian yang dialam inya ak ib a t dari 

p roses p en a taan  ru an g  kaw asan  perdesaan .

(2) K om pensasi a ta s  kerugian sebagaim ana  d im aksud  pada ayat (1) h u ru f  d 

d ip u tu sk an  dalam  m usyaw arah  Desa dan  tidak  berten tan g an  dengan 

p e ra tu ran  peru n d an g -u n d an g an .

Pasal 8

Dalam p en a taan  ru an g  kaw asan  perdesaan  secara  partisipatif, m asy arak a t 

desa  berkew ajiban :

a. m em elihara  k e lestarian  lingkungan d an  konservasi sum ber daya alam ;

b. m em elihara hasil pem anfaa tan  ru an g  Kawasan Perdesaan; dan

c. m encegah k e ru sak an  lingkungan dan  sum ber daya  alam .

Pasal 9

Penataan  ru an g  kaw asan  perdesaan  secara  p artis ipa tif d ilakukan  u n tu k  

pem berdayaan  m asy arak a t d e sa  dalam  :

a. m en j'u su n  profil d esa  dalam  ran g k a  m engidentifikasi dan  m endayagunakan  

potensi desa;

b. m em perkuat efektifitas p e ren can aan  pem bangunan  desa;

c. m enem ukan  dan  m engem bangkan kom oditas unggulan  kaw asan;

d. m em elihara k e lestarian  lingkungan dan  konservasi sum ber daya alam ;

e. m em perkuat kearifan lokal k o m u n itas  kaw asan  perdesaan  sesuai 

karak teristik  m asing-m asing; dan

(3) 

(1) 

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan di area 

atau lokasi yang diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai kawasan 

perdesaan. 

Pasal 7 

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif masyarakat 

desa berhak : 

a. ikut serta memberikan masukan dalam penataan ruang Kawasan 

Perdesaan yang diselaraskan dengan RTRW Provinsi dan RTRW 

Kabupaten, 

b. mengetahui isi rencana pembangunan dan pemanfaatan wilayah 

kawasan perdesaan sesuai tata ruang kabupaten, 

c. menikmati manfaat dari penataan ruang kawasan perdesaan, dan 

memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari 

proses penataan ruang kawasan perdesaan. 

Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d 

diputuskan dalam musyawarah Desa dan tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Pasal 8 

Dalam penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif, masyarakat 

desa berkewajiban : 

a. 

b. 

Cc: 

memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, 

memelihara hasil pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan, dan 

mencegah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam. 

Pasal 9 

Penataan ruang kawasan perdesaan secara partisipatif dilakukan untuk 

pemberdayaan masyarakat desa dalam : 

a. menyusun profil desa dalam rangka mengidentifikasi dan mendayagunakan 

potensi desa, 

memperkuat efektifitas perencanaan pembangunan desa, 

menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan, 

memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya alam, 

memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai 
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f. m endorong dan  m em p ertah an k an  ru an g  fisik yang desa  yang ideal dan  

m encip takan  ketertiban , k e ten tram an , keserasian  dan  keindahan .

P em bangunan  in fra s tru k tu r  a n ta r  perdesaan  b e rtu ju an  u n tu k  m endorong 

pem enuhan  in fra s tru k tu r pe rdesaan  dan  pen ingkatan  k u a litas  sa ra n a  dan  

p ra sa ra n a  d esa  se rta  m enun jang  kaw asan  perdesaan  yang te lah  d ite tapkan .

(1) P em bangunan  in fra s tru k tu r  a n ta r  pe rdesaan  d ilakukan  oleh pem erin tah , 

pem erin tah  provinsi, d an  pem erin tah  K abupaten  m elalui sa tu a n  kerja 

perangkat daerah , pem erin tah  D esa, d a n /a ta u  BUM D esa dengan 

m eng iku tsertakan  m asy arak a t D esa sesu a i k e ten tu an  p erundang  

undangan .

(2) P em bangunan  in fra s tru k tu r  a n ta r  pe rdesaan  yang d ilakukan  oleh 

pem erin tah , pem erin tah  provinsi, pem erin tah  K abupaten  dan  p ihak  ketiga 

wajib m endayagunakan  potensi sum ber daya alam  dan  su m b er daya 

m an u s ia  se rta  m eng iku tse rtakan  pem erin tah  desa  dan  m asy arak a t desa  

sesuai ta h a p a n  dan  m ekanism e yang  te lah  d ia tu r  b e rd asa rk an  k e ten tu an  

p e ru n d an g  undangan .

(1) P em bangunan  in fra s tru k tu r  a n ta r  p e rd esaan  yang berskala  lokal desa  

dalam  rangka m enun jang  pengem bangan kaw asan  perdesaan  

d ilak san ak an  oleh pem erin tah  desa  d a n /a ta u  kerja  sam a a n ta r  desa.

(2) P e laksanaan  kerja  sam a  a n ta r  d esa  d ilak san ak an  sesua i dengan 

p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

(1) P em bangunan  kaw asan  perdesaan  b e rtu ju an  u n tu k  m em percepat dan  

m eningkatkan  k u a lita s  pelayanan, pengem bangan  ekonom i, d a n /a ta u  

pem berdayaan  m asy arak a t desa  m elalui pendekatan  p artis ipa tif dengan 

m engin tegrasikan  berbagai keb ijakan , rencana, program , d an  kegiatan

Bagian Kedua

P em bangunan  in fra s tu k tu r  a n ta r  perdesaan

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan P em bangunan  K aw asan Perdesaan

Pasal 13

p ara  p ihak  p ad a  kaw asan  yang d ite tapkan .

f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik yang desa yang ideal dan 

menciptakan ketertiban, ketentraman, keserasian dan keindahan. 

Bagian Kedua 

Pembangunan infrastuktur antar perdesaan 

Pasal 10 

Pembangunan infrastruktur antar perdesaan bertujuan untuk mendorong 

pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan 

prasarana desa serta menunjang kawasan perdesaan yang telah ditetapkan. 

Pasal 11 

(1) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten melalui satuan kerja 

perangkat daerah, pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan 

mengikutsertakan masyarakat Desa sesuai ketentuan perundang 

undangan. 

(2) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang dilakukan oleh 

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten dan pihak ketiga 

wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya 

manusia serta mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa 

sesuai tahapan dan mekanisme yang telah diatur berdasarkan ketentuan 

perundang undangan. 

Pasal 12 

(1) Pembangunan infrastruktur antar perdesaan yang berskala lokal desa 

dalam rangka menunjang pengembangan kawasan perdesaan 

dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kerja sama antar desa. 

(2) Pelaksanaan kerja sama antar desa dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal 13 

(1) Pembangunan kawasan perdesaan bertujuan untuk mempercepat dan 

meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau 

pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan 

mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan 
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(2)

( 1 )

( 2 )

(3)

(4)

(5)

( 6 )

( 1)

(2)

Penyelenggaraan pem bangunan  kaw asan  perdesaan  m eliputi :

a. pengusu lan  kaw asan  perdesaan ;

b. p ene tapan  dan  perencanaan  kaw asan  perdesaan ;

c. p e lak san aan  pem bangunan  kaw asan  perdesaan ;

d. pem anfaa tan  d an  pem eliharaan; dan

e. pelaporan  dan  evaluasi pem bangunan  kaw asan perdesaan .

P aragraf K esatu

Pengusu lan  K aw asan Perdesaan  

Pasal 14

K aw asan perdesaan  d iu su lk an  oleh beberapa  desa  a tau  d ip rakarsa i oleh 

pem erin tah  daerah  dengan m em perha tikan  asp irasi m asyarakat. desa. 

Pengusu lan  kaw asan  perdesaan  sebagaim ana d im aksud  pada aya t (1) 

d ap a t d ib an tu  oleh p ihak  ketiga.

K aw asan perdesaan  yang  d iu su lk an  oleh beberapa  d esa  sebagaim ana 

d im aksud  p ad a  ayat (1) h a ru s  memiliki gagasan  kaw asan  perdesaan  yang 

sesuai dengan tu ju a n  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 13 ayat. (1). 

K aw asan perdesaan  yang d iu su lk an  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (3) 

d isepakati oleh kepala  desa  yang  w ilayahnya m enjadi kaw asan  perdesaan  

dalam  b en tu k  su ra t k esepaka tan  kaw asan  perdesaan .

S u ra t kesepakatan  kaw asan perdesaan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat

(4) d ise rah k an  kepada  bupati.

K aw asan Perdesaan  yang d ip rakarsa i oleh pem erin tah  daerah  

sebagaim ana d im aksud  p ad a  ayat (1) h a ru s  m endapatkan  p e rse tu ju an  

kepala  D esa d an  tokoh m asy arak a t yang  w ilayahnya d iu su lk an  m enjadi 

kaw asan  perdesaan .

Paragraf Kedua

P enetapan  d an  P erencanaan  K aw asan Perdesaan

Pasal 15

P enetapan  dan  p e ren can aan  Kawasan Perdesaan  m em perhatikan  RTRW 

k ab u p a ten  d an  RPJMD k ab u p a ten , te ru tam a  dalam  p en en tu an  prioritas, 

jen is, dan  lokasi program  pem bangunan .

K aw asan P erdesaaan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) memiliki 

ren can a  pem bangunan  kaw asan Perdesaan  yang d ikoord inasikan  dan  

difasilitasi oleh TKPKP k ab u p a ten  dengan m elibatkan  partisipasi 

m asy arak a t dan  pem angku  kepentingan.

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(1) 

(2) 

Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan meliputi : 

pengusulan kawasan perdesaan: a. 

b. penetapan dan perencanaan kawasan perdesaan: 
» pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, 

pemanfaatan dan pemeliharaan, dan 

e. pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan. 

Paragraf Kesatu 

Pengusulan Kawasan Perdesaan 

Pasal 14 

Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh 

pemerintah daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. 

Pengusulan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dibantu oleh pihak ketiga. 

Kawasan perdesaan yang diusulkan oleh beberapa desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) harus memiliki gagasan kawasan perdesaan yang 

sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). 

Kawasan perdesaan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

disepakati oleh kepala desa yang wilayahnya menjadi kawasan perdesaan 

dalam bentuk surat kesepakatan kawasan perdesaan. 

Surat kesepakatan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) diserahkan kepada bupati. 

Kawasan Perdesaan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan 

kepala Desa dan tokoh masyarakat yang wilayahnya diusulkan menjadi 

kawasan perdesaan. 

Paragraf Kedua 

Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan 

Pasal 15 

Penetapan dan perencanaan Kawasan Perdesaan memperhatikan RTRW 

kabupaten dan RPJMD kabupaten, terutama dalam penentuan prioritas, 

jenis, dan lokasi program pembangunan. 

Kawasan Perdesaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki 

rencana pembangunan kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan dan 

difasilitasi oleh TKPKP kabupaten dengan melibatkan partisipasi 

masyarakat dan pemangku kepentingan. —PARAF 
PERAMICANG 

OPD Uu 
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Pasal 16

(1) K aw asan yang  d ap a t d ite tapkan  sebagai K aw asan Perdesaan  m erupakan  

bagian dari su a tu  K abupaten yang terdiri dari beberapa  desa  yang 

b erb a tasan  dalam  seb u ah  wilayah p e ren can aan  terpadu  yang dimiliki 

kesam aan  d a n /a ta u  keterkaitan  m asa lah  a tau  potensi pengem bangan .

(2) P enetapan  kaw asan  Perdesaan  m em perhatikan  :

a. kegiatan  pertan ian ;

b. pengelolaan sum ber daya alam  dan  pengelolaan sum ber daya lainnya;

c. tem pat pem ukim an perdesaan ;

d. tem pat pe layanan  ja s a  pem erin tahan , sosial dan  ekonom i pedesaan ;

e. nilai stra teg is dan  p rio ritas kaw asan;

f. keserasian  pem bangunan  a n ta r  kaw asan  dalam  wilayah kab u p aten  

pohuw ato;

g. kearifan lokal d an  eksistensi m asy arak a t h u k u m  a d a t dan  

k e te rp ad u an  keberlan ju tan  Pem bangunan .

Pasal 17

(1) RPKP m eru p ak an  ren can a  pem bangunan  jan g k a  m enengah yang berlaku 

selam a 5 (lima) ta h u n  yang di da lam nya m em uat ren can a  Pem bangunan .

(2) Pem erintah D aerah m em prakarsa i proses perencanaan , proses 

pem bangunan  K aw asan Perdesaan  m elalui TKPKP K abupaten;

(3) TKPKP K abupaten dalam  m elakukan  p roses p en y u su n an  rencana  

P em bangunan  K aw asan Perdesaan  d a p a t di b a n tu  oleh p ihak  ketiga.

(4) RPKP sebagaim ana  di m aksud  pada  ayat (1) d ap a t di ub ah  dengan 

m enyesuaikan  pada  perkem bangan  k e b u tu h a n  kaw asan.

(5) Program  pem bangunan  sebagaim ana  di m aksud  pada  ayat (1) terd iri dari 

kegiatan  p rio ritas ta h u n a n ; dan

(6) RPKP sek u rang -ku rangnya  m em uat :

a. dekripsi d an  ana lis is  kaw asan  perdesaan;

b. isu stra teg is kaw asan  perdesaan ;

c. tu ju a n  dan  sa sa ra n  pem bangunankaw asan  perdesaan ;

d. strategi dan  a ra h  kebijakan kaw asan  perdesaan ;

e. program  dan  kegiatan  P em bangunan  K aw asan Perdesaan;

f. ind ika to r capa ian  kegiatan  ;dan

g. k e b u tu h a n  pendanaan .

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(S) 

(6) 

Pasal 16 

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai Kawasan Perdesaan merupakan 

bagian dari suatu Kabupaten yang terdiri dari beberapa desa yang 

berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang dimiliki 

kesamaan dan/atau keterkaitan masalah atau potensi pengembangan. 

Penetapan kawasan Perdesaan memperhatikan : 

a. kegiatan pertanian, 

b. pengelolaan sumber daya alam dan pengelolaan sumber daya lainnya, 

Cc. tempat pemukiman perdesaan, 

d. tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi pedesaan, 

e. nilai strategis dan prioritas kawasan, 

f. keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah kabupaten 

pohuwato, 

g. kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat dan 

keterpaduan keberlanjutan Pembangunan. 

Pasal 17 

RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku 

selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat rencana Pembangunan. 

Pemerintah Daerah memprakarsai proses perencanaan, proses 

pembangunan Kawasan Perdesaan melalui TKPKP Kabupaten, 

TKPKP Kabupaten dalam melakukan proses penyusunan rencana 

Pembangunan Kawasan Perdesaan dapat di bantu oleh pihak ketiga. 

RPKP sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di ubah dengan 

menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan. 

Program pembangunan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari 

kegiatan prioritas tahunan, dan 

RPKP sekurang-kurangnya memuat : 

a. dekripsi dan analisis kawasan perdesaan, 

b. isu strategis kawasan perdesaan, 

Cc. tujuan dan sasaran pembangunankawasan perdesaan, 

d. strategi dan arah kebijakan kawasan perdesaan, 

e. program dan kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan, 

f. indikator capaian kegiatan:dan 

g. kebutuhan pendanaan. 
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Pasal 18

D okum en RPKP sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 17 aya t (6) d ite tapkan  

dengan  S u ra t K eputusan  B upati se telah  m elalui koordinasi d an  fasilitasi oleh 

TKPKP K abupaten.

Paragraf Ketiga

P elaksanaan  P em bangunan  K aw asan Perdesaan

Pasal 19

(1) P em bangunan  Kawasan Perdesaan  d ilak san ak an  di lokasi yang telah 

d ite tapkan  oleh Bupati.

(2) P e laksanaan  pem bangunan  kaw asan  p e rd esaan  m erupakan  perw ujudan  

program  dan  kegiatan  P em bangunan  ta h u n a n  p ad a  Kawasan Perdesaan.

Pasal 20

(1) Pem bangunan  K aw asan Perdesaan  d ilak san ak an  oleh Perangkat D aerah 

te rka it dalam  ha l p en d an aan  bersum ber dari A nggaran P endapatan  Dan 

B elanja Negara, Anggaran P en d ap atan  Dan B elanja D aerah Provinsi 

d a n /a ta u  Anggaran P endapatan  Dan Belanja D aerah K abupaten.

(2) Pem bangunan  K aw asan Perdesaan  berasa l dari Anggaran P endapatan  dan 

B elanja Desa.

(3) B upati d ap a t m en u n ju k  Perangkat D aerah te rka it a tau  Pem erin tah  Desa 

u n tu k  m elaksanakan  Pem bangunan K aw asan Perdesaan  da lam  hal 

p en d an aan  yang  berasal dari sum ber lain  yang sah  dan  tidak  m engikat.

(4) B upati dalam  m en u n ju k  p e lak san a  P em bangunan  K aw asan Perdesaan 

h a ru s  m engacu pada  ren can a  P em bangunan  Kawasan Perdesaan.

(5) Pem bangunan K aw asan Perdesaan  yang  d ilakukan  oleh pem erin tah , 

pem erin tah  provinsi, pem erin tah  K abupaten , dan  p ihak  ketiga wajib 

m endayagunakan  potensi sum ber daya alam  d an  sum ber daya  m an u sia  

se rta  m eng iku tse rtakan  Pem erintah D esa dan  m asyarakat desa.

(6) P em bangunan  Kawasan Perdesaan  yang  berskala  lokal d esa  wajib 

d ise rah k an  p e lak san aan n y a  kepada  D esa d a n /a ta u  kerja  sam a  an ta r-  

Desa.

Pasal 18 

Dokumen RPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (6) ditetapkan 

dengan Surat Keputusan Bupati setelah melalui koordinasi dan fasilitasi oleh 

TKPKP Kabupaten. 

(1) 

(2) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Paragraf Ketiga 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal 19 

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan di lokasi yang telah 

ditetapkan oleh Bupati. 

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan merupakan perwujudan 

program dan kegiatan Pembangunan tahunan pada Kawasan Perdesaan. 

Pasal 20 

Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah 

terkait dalam hal pendanaan bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi 

dan/atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten. 

Pembangunan Kawasan Perdesaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Desa. 

Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah terkait atau Pemerintah Desa 

untuk melaksanakan Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam hal 

pendanaan yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

Bupati dalam menunjuk pelaksana Pembangunan Kawasan Perdesaan 

harus mengacu pada rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh pemerintah, 

pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten, dan pihak ketiga wajib 

mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia 

serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat desa. 

Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal desa wajib 

diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar- 

Desa. 
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P aragraf Keempat 

Pem anfaatan  d an  Pem eliharaan 

Pasal 21

(1) Pem anfaatan  hasil Pem bangunan  K aw asan Perdesaan  m eliputi :

a . penggunaan  ru an g  K aw asan Perdesaan; dan

b. pem eliharaan  hasil P em bangunan  K aw asan Perdesaan.

(2) T ata ca ra  pem anfaa tan  dan  pem eliharaan  hasil pem bangunan  kaw asan 

perdesaan  lin ta s  desa  d ia tu r  dengan k esepaka tan  a n ta  desa.

(3) T ata  ca ra  pem anfaa tan  dan  pem eliharaan  hasil pem bangunan  kaw asan  

perdesaan  lin tas  kecam atan  d ia tu r  dengan k esepaka tan  a n ta r  kecam atan .

(4) T ata ca ra  pem anfaa tan  d an  pem eliharaan  hasil pem bangunan  kaw asan  

perdesaan  lin ta s  K abupaten  d ia tu r  dengan k esepaka tan  a n ta r  kabupaten .

Paragraf Kelima

Pelaporan dan  Evaluasi P em bangunan  K aw asan Perdesaan

Pasal 22

(1) Pelaporan d an  evaluasi pem b an g u n an  kaw asan  perdesaan  d ilakukan  

berbasis  d esa  d an  b e rd asa rk an  ind ikator k inerja  capaian  yang d ite tapkan  

dalam  ren can a  P em bangunan  K aw asan Perdesaan.

(2) P e laksanaan  P em bangunan  K aw asan Perdesaan  m elaporkan kinerja 

kepada  B upati m elalui Perangkat D aerah terkait.

(3) Laporan k inerja  sebagaim ana  d im aksud  pada  aya t (2) d isam paikan  kepada 

Perangkat D aerah  te rk a it tiap  3 (tiga) b u lan  dan  dievaluasi se tiap  1 (satu) 

ta h u n  sejak  d im ulainya p e lak san aan  pem bangunan .

Pasal 23

(1) Hasil evaluasi te rh ad ap  laporan  kinerja sebagaim ana d im aksud  dalam  

Pasal 22 ayat (3) m enjadi d a sa r  Perangkat D aerah  terkait dalam  m enilai 

capa ian  RPKP.

(2) Penilaian te rh ad ap  capa ian  RPKP sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) 

m enjadi d a sa r  p en y u su n an  RPKP pada  periode selan ju tnya.

(3) Perangkat D aerah te rka it m elaporkan hasil evaluasi sebagaim ana 

d im aksud  dalam  Pasal 22 aya t (3) kepada Bupati.

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

(3) 

Paragraf Keempat 

Pemanfaatan dan Pemeliharaan 

Pasal 21 

Pemanfaatan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi : 

a. penggunaan ruang Kawasan Perdesaan, dan 

b. pemeliharaan hasil Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan 

perdesaan lintas desa diatur dengan kesepakatan anta desa. 

Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan 

perdesaan lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan. 

Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil pembangunan kawasan 

perdesaan lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten. 

Paragraf Kelima 

Pelaporan dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perdesaan 

Pasal 22 

Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan 

berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan 

dalam rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan melaporkan kinerja 

kepada Bupati melalui Perangkat Daerah terkait. 

Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 

Perangkat Daerah terkait tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) 

tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan. 

Pasal 23 

Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 22 ayat (3) menjadi dasar Perangkat Daerah terkait dalam menilai 

capaian RPKP. 

Penilaian terhadap capaian RPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menjadi dasar penyusunan RPKP pada periode selanjutnya. 

Perangkat Daerah terkait melaporkan hasil evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) kepada Bupati. 
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(4) B upati m en indak lan ju ti hasil evaluasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat

(3) sebagai a ra h a n  kebijakan kepada  TKPKP k ab u p aten  dalam  

p e lak san aan  P em bangunan  Kawasan Perdesaan  p ad a  ta h u n  selan ju tnya.

(5) B upati m elaporkan hasil evaluasi sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) 

kep ad a  TKPKP provinsi.

BAB V

KELEMBAGAAN 

Pasal 24

(1) D alam  p e lak san aan  P em bangunan  Kawasan Perdesaan  B upati 

m em bentuk  TKPKP K abupaten.

(2) TKPKP sebagaim ana d im aksud  dalam  ayat (1) terdiri dari u n su r  kepala 

sa tu a n  kerja perangkat daerah  yang  terka it, C am at, Kepala Desa, Kepala 

B adan Kerja sam a a n ta r  D esa dan  tokoh m asyarakat.

(3) P em ben tukan  TKPKP di te tap k an  dengan k ep u tu san  Bupati.

(4) TKPKP K abupaten  sebagaim ana  d im aksud  p ad a  ayat (2) m erupakan  

lem baga yang b e rtu g as u n tu k :

a. m elakukan  sosialisasi d an  m onitoring te rka it P em bangunan  Kawasan 

Perdesaan;

b. d ap a t m engusu lkan  RPKP;

c. m em fasilitasi dan  m em verifikasi u su la n  RPKP;

d. m engkoordinasikan  penetapan  Kawasan Perdesaan;

e. m engkoordinasikan  p en y u su n an  RPKP;

f. m engkoord inasikan  program  dan  keg iatan  pem erin tah  dan  sw asta  

m au p u n  p ihak  ketiga yang tidak  m engikat dalam  P em bangunan  

K aw asan Perdesaan  yang  te lah  d ite tapkan ;

g. m elakukan  m onitoring evaluasi dan  pelaporan  P em bangunan  kaw asan 

Perdesaan;

h. M elaksanakan a ra h a n  kebijakan sebagai hasil evaluasi pelaporan 

kinerja Pem bangunan  K aw asan Perdesaan;

(5) Ju m la h  keanggotaan  TKPKP K abupaten  d isesua ikan  dengan k eb u tu h an  

d a n /a ta u  kondisi daerah .

Pasal 25

(1) TKPKP K abupaten  dalam  m elak san ak an  tugasnya  d a p a t d ib an tu  oleh 

pendam ping  kaw asan  perdesaan .

(4) 

(S) 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(1) 

Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) sebagai arahan kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam 

pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tahun selanjutnya. 

Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kepada TKPKP provinsi. 

BAB V 

KELEMBAGAAN 

Pasal 24 

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Bupati 

membentuk TKPKP Kabupaten. 

TKPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur kepala 

satuan kerja perangkat daerah yang terkait, Camat, Kepala Desa, Kepala 

Badan Kerja sama antar Desa dan tokoh masyarakat. 

Pembentukan TKPKP di tetapkan dengan keputusan Bupati. 

TKPKP Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan 

lembaga yang bertugas untuk: 

a. melakukan sosialisasi dan monitoring terkait Pembangunan Kawasan 

Perdesaan, 

24 dapat mengusulkan RPKP, 

memfasilitasi dan memverifikasi usulan RPKP, 

mengkoordinasikan penetapan Kawasan Perdesaan, 

mengkoordinasikan penyusunan RPKP, 

» 
9
0
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mengkoordinasikan program dan kegiatan pemerintah dan swasta 

maupun pihak ketiga yang tidak mengikat dalam Pembangunan 

Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan, 

g. melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan Pembangunan kawasan 

Perdesaan, 

h. Melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi pelaporan 

kinerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, 

Jumlah keanggotaan TKPKP Kabupaten disesuaikan dengan kebutuhan 

dan/atau kondisi daerah. 

Pasal 25 

TKPKP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 

pendamping kawasan perdesaan. 

  

 



(2) Pendam ping kaw asan  perdesaan  sebagaim ana  d im aksud  pada  ay a t (1) 

b e rtu g as  un tuk :

a. m em bantu  TKPKP K abupaten  dalam  penetapan  dan  perencanaan  

kaw asan  perdesaan ; dan

b. m em fasilitasi d an  m em bim bing d esa  dalam  P em bangunan  Kawasan 

Perdesaan.

(3) Pendam ping kaw asan  perdesaan  sebagaim ana d im aksud  pada  ayat (1) 

b a rasa l dari p ihak  ketiga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26

(1) B upati m elakukan  pem binaan  dan  pengaw asan  te rh ad ap  pem bangunan  

kaw asan  perdesaan .

(2) Pem binaan dan  pengaw asan sebagaim ana d im aksud  p ad a  ay a t (1) 

d ilakukan  m elalui keg iatan  a n ta ra  lain:

a. supervisi;

b. p em an tau an ; dan

c. pe laporan  dan  evaluasi.

Pasal 27

Pem binaan sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 26 ayat (1) m eliputi :

a. p ene tapan  p an d u an  operasional;

b. pem berian  fasilitasi dalam  p e ren can aan , pen e tap an , pe laksanaan , 

pe laporan  dan  evaluasi;

c. penguatan  kelem bagaan; dan

d. fasilitasi m usyaw arah  desa.

Pasal 28

(1) Pengaw asan te rh ad ap  p e laksanaan  P em bangunan  K aw asan Perdesaan 

d ilakukan  oleh m asy arak a t dan  pengaw asan fungsional.

(2) Pengaw asan oleh m asy arak a t d ilakukan  pada  saat: pe rencanaan , 

p e lak san aan  dan  pem anfaatan  ru an g  Kawasan Perdesaan.

(3) U ntuk  m endu k u n g  peran  se rta  m asyarakat dalam  m elakukan  

pengaw asan  d ap a t d iben tuk  u n it pengaduan  m asy arak a t a ta u  dengan 

m em anfaatkan  lem baga yang  su d ah  ada. PARAF (T

O PD
pf p /-Hicanc.

4Lu

1 I

(2) 

(3) 

(1) 

(2) 

Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas untuk: 

a. membantu TKPKP Kabupaten dalam penetapan dan perencanaan 

kawasan perdesaan, dan 

b. memfasilitasi dan membimbing desa dalam Pembangunan Kawasan 

Perdesaan. 

Pendamping kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

barasal dari pihak ketiga. 

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 26 

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembangunan 

kawasan perdesaan. 

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui kegiatan antara lain: 

a. supervisi, 

b. pemantauan, dan 

c. pelaporan dan evaluasi. 

Pasal 27 

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi : 

(1) 

(2) 

(3) 

penetapan panduan operasional, 

pemberian fasilitasi dalam perencanaan, penetapan, pelaksanaan, 

pelaporan dan evaluasi, 

penguatan kelembagaan, dan 

fasilitasi musyawarah desa. 

Pasal 28 

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan 

dilakukan oleh masyarakat dan pengawasan fungsional. 

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan, 

pelaksanaan dan pemanfaatan ruang Kawasan Perdesaan. 

Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan 

pengawasan dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan 
  
  memanfaatkan lembaga yang sudah ada. DARAr I | 

PER CANG 
OPD 

   
  

     



BAB VII 

PENDANAAN 

Pasal 29

P en d an aan  P em bangunan  K aw asan Perdesaan  dan  pendam pingan  bersum ber 

dari :

a . anggaran  p en d ap a tan  d an  belanja negara;

b. anggaran  p en d ap a tan  dan  belan ja  daerah  provinsi;

c. anggaran  p en d ap a tan  dan  belanja daerah ;

d. anggaran  p en d ap a tan  d an  belan ja  desa; dan

e. sum ber lain yang  sah  dan  tidak  m engikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar se tiap  o rang  m engetahuinya, m em erin tahkan  pengundangan  Peratu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  B erita D aerah K abupaten Pohuwato.

D itetapkan di M arisa
pada  tanggal, 22 November 2022

D iundangkan  di M arisa 
pada  tanggal 22 November

BUPATI POHUWATO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2022 NOMOR ^9

BAB VII 

PENDANAAN 

Pasal 29 

Pendanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan pendampingan bersumber 

dari : 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara, 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, 

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah, 

d. anggaran pendapatan dan belanja desa, dan 

e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato. 

Ditetapkan di Marisa 

pada tanggal, 22 November 2022 

BUPATI POHUWATO, 

AIPUL A. MBUINGA 

Diundangkan di Marisa 
- KT 

pada tanggal £? “overber 2022 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,     

    ISKANDAR DATAU 
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